Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Wewenang dan tanggung jawab camat selaku ppat sementara dalam hal
adanya sengketa peralihan hak atas tanah pada lahan pertambangan
pasir studi kasus putusan nomor 103 pdt g 2014 = Authorities and
r_es!:])onsg bilities as temporary ppat in this presence transitional land
rights dispute on sand mining land case study decision no 103 pdt g
2014 pn jmr / Dhiza Pramita Swary

Dhiza Pramita Swary, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20423315& | okasi=lokal

<b>ABSTRAK</b>

Salah satu wujud eksploitasi sumber daya alam yang semakin marak saat ini adalah pertambangan pasir.
Untuk melakukan pertambangan pasir tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan Negara dalam hal
ini adalah pemerintah telah menerapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan proses pertambangan
tersebut, dengan mempertimbangkan proses pencarian lahan, saat penambangan dan pasca tambang yang
dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
dan beberaparegulas lain turunannya. Sebelum melakukan pertambangan pasir, diperlukan pencarian lahan
yang tepat sebagai obyek penambangan, dan untuk mendapatkan lahan tersebut berkaitan erat dengan
perolehan hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan cara peralihan hak atas kepemilikan tanah. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, sedangkan tipologi
yang digunakan yakni eksplanatoris dan preskriptif, untuk jenis data yang digunakan adalah data sekunder
dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan adalah deduktif pengolahan data penelitian adalah
kualitatif dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam hukum pertanahan,
peralihan hak atas tanah dapat dilaksanakan oleh Camat setempat yang ditunjuk oleh Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) sebagai PPAT Sementara dalam rangka melayani masyarakat dalam pembuatan
akta Jual Beli PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Y ang dimaksud dengan daerah yang
belum cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah PPAT-nya belum memenuhi jumlah formasi yang
ditetapkan Menteri/K epala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Polemik berkembang yang tidak jarang menimbulkan sengketa berkaitan dengan akta otentik yang dibuat
oleh Camat selaku PPAT Sementara, maka dalam tesisini akan dibahas |ebih mendalam tentang wewenang
dan tanggung jawab Camat selaku PPAT Sementara terkait akta peralihan hak atas tanah pada lahan
pertambangan pasir dengan Studi Kasus Putusan Nomor : 103/Pdt.G/2014/Pn.Jmr.
<hr><i><b>ABSTRACT</b>

One form of exploitation of natural resourcesthat isincreasingly prevalent today is sand mining. To carry
out sand mining can not be done immediately, but the State in this case is that the government has
implemented policies with regard to the process of mining, taking into account the process of finding land,
while mining and post-mining poured into Law Number 4 Y ear 2009 on Mineral and Coal Mining and some
other regulation of derivatives. Before performing the mining of sand, necessary to search for appropriate
land as an object of mining, and to acquire the land is closely related to the acquisition of land rights can be
done by way of transfer of rights to ownership of land. The method used is research of normative juridical
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normative, while typology that used is explanatory and prescriptive, to the type of data used is secondary
data with data analysis techniques and conclusions are deductive data processing research is qualitative with
a qualitative approach produces descriptive data analysis. In the land law, land rights switchover can be
implemented by the local Head appointed by the National Land Agency (BPN) as Temporary PPAT, in
order to serve the public in adeed Purchase PPAT in areas that are not quite there PPAT. What is meant by
areas that are PPAT is not enough number of areas that do not meet the PPAT its formation amount
determined by the Minister / Head of National Land Agency asreferred to in Article 14 of Government
Regulation No. 37 of 1998 on Regulation of Land Deed Officer Position. The polemic devel ops which often
lead to disputes relating to the authentic deed made by Head as Temporary PPAT, the thesis will be
discussed more in depth about the authority and responsibilities of Head District as Temporary PPAT related
to the deed transfer of land rights on land sand mining with Case Studies Decision Number: 103 / Pdt.G /
2014 / Pn.dmr.</i>



